
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

FERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANMN SISTEM PEMNGAMN PENGADUAN

(WH I ST LEBLOWNG S YSIE/I,O
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bak diperlukan penanganan dan

tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas

pengaduan masyaEkat dan Aparatur Sipil Negara

terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan;

bahwa sesuai detEan Nota Din6 dari Plt. lnspektur

Kabupaten Kediri Nomor 800111941418.11D018 tanggal 18

Mei 2018 perihal Usulan Draf Peratxan Bupati tentang

Pedoman Pelaksanaan System Penanganan Pengaduan

(Whistebhrving System) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri dan Draf Keputusan Bupati lentang

Penunjukan Petugas Pengelola Gratifikasi pada Perangkat

Daerah dan Beriia Acara Nomot 700112741418-1112018

tanggal 30 Mei 2018 tentang Penyusunan Peraluran Bupali

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan

Pengaduan (WhisHeblowing S)rstem) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri perlu adanya Pedoman

Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan

(Wistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kedirii



Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan

Pengaduan(Whistlebbwing Sysrem) di Lingkungan

Pemerintah KabupatenKediri;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

NegaE Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4f50);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik lndonesia tahun 20'11 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

523q;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 2,l4,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang{Jndang

Nornor I Tahun 2015 (Lefirbarafl Negara Republk lndoneBia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

3.

4.
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6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20,14 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20'14 Nomor 268, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 560l);
7. Petaluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OOO tentang Sistem

Pengendalian lntem Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor i2T,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PegawEi Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintiah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manaiemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6037)

10. Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemeaintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik tndonesia Nomor 6041);

'11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

lz.Petalu.a,n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Umum Pembangunan Zona lntegriias Menuiu

Wilayah Bebas dati Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan lnstansi Pemerintah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007

tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011

tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



Menetapkan
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ls.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemedntah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

PERAruRAN BUPATI TENIANG PEDOMAN

PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

{V\|IIISTLEBLOVWNGSYSIEM) Dt LTNGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

'1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemetintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah.

3. Bupatiadalah Bupati Kediri.

4. Wistleblower adalah seseorang yang melapodGn

perbuatan yang beindikasi tindak pidana korupsi,

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi

di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait

lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai

atas terjadinya indikasi tersebut.

5. Whistleblowing Sysfem adalah mekanisme penyampaian

pengaduan dugaan tindak pidana korupsi,

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah

teiadi dan akan ieiadi yang melibatkan pegawai dan

orang lain di dalam organisasitempatnya bekeia.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Kabupaten Kediri.
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8. Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum pemerintahan

yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas

umum pemerintahan sebagaimana tercanlum dalam

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.

9. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah

pelanggaran terhadap norma yang harus ditaat oleh

seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, wewenang

dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.

l0.Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh

Whistleblower sehubungan dengan adanya pelanggaran.

11.Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat

UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola

pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.

BAB II

JENIS PENGADUAN

Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilapo*an oleh Wistleblower melipuli:

a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pernerintahan

yang Baik;

c. penyalahgunaan \,ver,venang;

d. pelanggaran disiplin Pegawai;

e. dan/aiau pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III

MEKANISME PENGELOTAAN PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disampaikan kepada UPP.

UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. UPP tingkat Pemerintah Kabupaten

b. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan

UPP tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan

Keputusan Bupati dengan susunao keanggolaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(1)

(2)

(3)
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(4) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Kepala

Perangkat Daerah sebagaimana trer@ntum dalam

Lampiran ll Peraturan ini.

pasal 4

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat

disampaikan dengan cara;

a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung melalui :

1) surat;

2) faksimile;

3) koiak pengaduan;

4) surat eleKronik (ema,0;

5) media sosial; dan/atau

6) media lain.

(2) Pengaduan secara [angsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf a ditujukan kepada UPP.

(3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi

yang disediakan oleh UPP.

Pasal 5

(1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan

melalui registrasi dengan memberikan nomor register

kepada Whistleblower yang menyampaikan pengaduan.

(2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai identitas Whistleblower dalam

melakukan komunikasi anlara pihak Wistleblower dengan

UPP.

Pasal 6

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan registrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan verifikasi

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan

kewenangannya dilakukan kajian/analisis, konfirmasi

dan/atau pemeriksaan yang memuat:



'1. dugaan kasus;

2. unit kerja terkait;

3. pokok permasalahan/materj pengaduan;

4. ketentuan yang dilangga[ dan

5. kesimpulan.

b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak.ielas,Upp:

1. meminta iniormasi tambahan kepada Whis eblower,

jika identitasnya jelas;

2. tidak menindakfanJ:uti pengaduan, jka:

a) identitas Whr:sfrebrowertidak jelas/tidak ada;

b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak ielas;
c) materi pelanggaran tidak jelas;

d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah

Kabupaten Kediri dan/atau

e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

c. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat

Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan

kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat

Daerah yang berwenang dengan tembusan disampaikan

kepada UPP Pemerintah Kabupaten.

d. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat

Perangkat Oaerah yang berpotensi tedadi benturan

kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan

daerah dalam penanganan pengaduan diteruskan

pengaduan kepada UPP Pemerintah Kabupaten.

e. terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan

fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang

diterima UPP Pemerintah Kabupaten, dilimpahkan kepada

UPP tingkat Perangkat Daerah.

f. Hasil penanganan pengaduan terhadap pegawai ASN

Perangkat Daerah yang akan dikenakan sanksi

dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan

batas kewenangannya.

Pasal 7

(1) Setelah dilaksanakan lahapan registrasi dan verifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6

UPP melakukan penanganan pengaduan.
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(2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berupa ditakukannya:

a. pengumpulan bahan dan keterangan (suyeillance)i dan
b. pemeriksaan.

pasal I
(1) Terhadap dugaan petanggaran yang dilakukan oleh

pegawai ASN Perangkat Daerah, Upp tingkat

Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan audit investigasi

atau pemeriksaan khusus setelah menerima laporan hasil

pemeriksaan dari UPP tingkat Perangkat Daerah.

(2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Laporan Hasil Pemedksaan.

(3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman

kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah setielah

dilaporkan kepada Bupati untuk meodapatkan persetujuan.

(4) Peniatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berupa:

a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau

b. pengembalian kerugian daerah.

BAB IV

HAK-HAK WHISTLEBLOWER

Pasal 9

Hak-hak llvh i stl e b lower, antara lain :

a. memberikan keterangan tanpa tekanan;

b. mendapatkan pendampingan;

c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi

l&istleblower,

d.mendapatkan informasi mengenai perkembangan

pengaduan;

e. mendapat nasihat hukum;

f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan

identitas rvhrsfleblorve,: dan

g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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pasal 10

{1,1 Vllhistleblower yang telah beriasa mengungkap

dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan

dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
dapat berupa piagam atau benluk lain.

BAB V
PENDANAAN

pasat 11

(1) Biaya untuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan

(whisueblowing) dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belania Daerah (APBD) Kabupaten Kediri

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Upp

tingkat Kabupaten dianggarkan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada lnspektorat;

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UPP

tingkat Perangkat Daerah dianggarkan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing

perangkat daerah;

BAB V

LAPORAN

Pasal 12

(1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya

oleh:

a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala

Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah

Kabupaten; dan

b. UPP tingkat Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. pokok permasalahan/materi pengaduan;

b. hasil penanganan; dan

c- kesimpulan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lama 2 (dua) mioggu setetah

penanganan pengaduan selesai.

(2)

(3)
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BAB VI
MONITORING OAN EVALUASI

Pasal 13
UPP tingkat pemerintah Kabupaten Kediri melakukan
monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan
pengaduan yang dilakukan oleh Kepata perang*at Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasa*an Nota Dinas dari plt.
lnspeKur Kabupaten Kediri Nomor 800i1194/419.1112019
tanggal 18 Mei 2018 perihal Usutan Draf peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan System penanganan
Pengaduan (Whistebtoding System) di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Kediri dan Draf Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Petugas pengelola Gratifikasi pada perangkat
Daerah dan Berita Acara Nomor 7OOt12741418.11/20i 8 tanggal
30 Mei 2018 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Pedornan Petaksanaan Sistem Penanganan pengaduan

Whistleblo\fling System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan untuk dibuat
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing Sysfem) di Lingkungan Pemedntah tGbupaten
Kedid yang ditetapkan dengan Peratuan Bqlati, mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Oitetapkan di Kediri
pada tanggal 8-6-2018

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Oiundangkan diKediri
padatanggalI-6-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 20,I8 NOMOR 25
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Keseiahteraan Rakyat



LAMPIRAN I : PEMTURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :25TAHUN2OiB
TANGGAL : B_ 6- 20f8

SISUNAN KEANGGOTAAN LINIT PENGELOI"A PENGADUAN (UPP}
TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Peme ntahan dan
Kesejahteraan Rakyat

NO JABATAN

DALAIII UPP

PEJABAT

Bupali1 Pengarah

2 Koordinator Sexrelans Uaerah

3 Kelua lnspeklur KabUpaten

4 Wakil Ketua Kepata BaOan fepegarrrian Daerah

Sekretaris Sekretaris lnspektoraa

o Anggota 1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Eadan fesatuan B,angsi dan politik

Kepala Badan Pengelola f\euangan dan Aset

Kepala Bagian Hukum

Kepala Bagian Organisasai

Kepala Bagian Pemerintahan

lnspektur Pembantu pada lnspektorat

7199003 1 006



LAMPIRAN ll : PERATUMN BUpATt KEOtRt
NOMOR :2STAHUN2018
TANGGAL : 8- 6 - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
TINGKAT PEMNGKAT DAEMH

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYAMN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Keseiahteraa n Rakyat

u.b.

N0 JABATAN

DALA]il UPP

PEJABAT

1 Ketua Sekretaris PD / Pejabaatructural kedua pada pD

2 Sekretaris Kasubag yang membidangi kepegasi aian

3 Anggota 1, Kasubag yang membidangi Keuangan

2. Staf pada Perangkat Daerah

Kepah-qagian Hukum


